
PEM ERINTAH KABUPATEN KOTAWARING IN EAFU{T

BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
Jh. J-d. 3u*nrrn No. tt tll+on (OC*f) 2lte6 rn.I : rc.lr-hatiol-r*Elr{.qr

EA.lVGlr</^L\N BUN 741 1 1

Nomor
Lampiran
Perihal

3OO l6zq I Kesban g. I I 2020
1 (satu) berkas
Penyampaian SK Penetapan
Focal Point Pengarusutamaan
Gender

Pangkalan Bun, 17 September 2020

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kab. Kotawaringin Barat
di -

MARWOTO, SIP
Pembina Tingkat i

NtP. 19640428198603 1 AO7

Pannkalan Rr rn

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor '. 4021638/DP3AP2KB.5|!X|2020 tanggal 11 September 2020 perihal

Permintaan Surat Keputusan Penetapan Focal Point Pengarusutamaan

Gender, maka bersama ini kami sampaikan perihal tersebut pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana

terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mec,tinva tcrima kac.ih,, er rv.
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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIX

KABUPATEI| KOTAWARI1TGIIT BARAT

NOMOR : 3OO/EI /Kesbang.ll202o

TEI{TANG

PENEIAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PAI)A BN)AN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEIY KOTAWARIITGIIY BARAT

KEPALA BADAIT KESATUAIT BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan
dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga
diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan
dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan
pembangunan di daerah;

b. bahwa sesuai amanat Pasai 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Di
Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibentuk kelompok
keda pengarusutamaan gender dengan Keputusan Bupati
Koiawaringin Barat Nomor : 13 Tahun 2O2O;

c. bahwa salah satu tugas kelompok kerja Pengarusutamaan
Gender adalah mendorong dilaksanakannya pemilihan
dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di
masing-masing SKPD;

d. bahwa atas pertimbangan di atas dipandang perlu
menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
T./^1^---^f^- l,^+^---^-:.^^j.^ D^-^a J^--^- rZ^-.-!..^^^ LZ^^^1^Ai,'uulrir.Lcll AuLi,'wir.rlrrEtrr t).4.d.L uErrtsialr l\cPuLurrir.lr AtrPi1ra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat;



Mengrngat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72i, 'Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun L984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala
bentuk <iisi<riminasi terhadap Wanita (Convention oi the
Elimination of all forms of Discrimination Againts Women
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
29, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara
n-".. .--.-t_l:l_ r-_ I _-_ _-:_ tT_--_ _-- 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia
2000 tentang Pengarusutamaan
Pembangunan Nasional;

Nomor 9 Tahun
Gender dalam

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawarinsn Barat
(l.embaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2OL6 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringrn Barat Nomor 66);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2Ol9 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat
Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringrn Barat Nomor 98);

8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun
2O2O tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat Tahun 2O2O
Nomor 45).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEI.IMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan
susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan
ini.

Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur yang
mempunyai kemampuan untuk melakukan
pengamsutamaan gender di lingkungan kerjanya masing-
masiieg.

Tugas Pokok Focal Point Pengarusutamaan Gender
sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringln
Barat.

2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Keda Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringrn Barat.

3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi
Pengarusutamaan Gender kepada Seluruh pejabat dan
staf di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringrn Barat.

4. Melaporkam pelaksanaan Pengarusutannaam
kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Kabupaten Kotawaringrn Barat.

Iuerluel'
Politik

5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap
kebijakan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

6. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin
Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya Focal Point
Pengarusutamaan Gender sebagaimana diktum KETIGA
bertanggung jawab kepad,a Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sesala hiava vans dinerlrrkan sehuhunsan dengan trrgas dan_ -q--_- - -_J -_ J ---9 _'-r -- 0--_- -_ -__o-*- ---o'_- -'___-

tanggung jawab ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 September 2A2A

KEPALA BADAN BANGSA DAN POLITIK
BARAT
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LAI}IPIRAIY : ST,RAT KEPTITUSAIT KEPAI,A BADAN KESATUAN BANGSA DAIT POLITIK
KAB. KOTAWARINGIN BARAT
IYOMOR z SOO|!9 /Kesbang.Uz020
TAIYGGAL t 17 SEPTEMBER 2O2O
TEI{TANG : PENETAPAN FIOCAL POINT PENGARUSUTAM.AAIT GENDER

PADA BADAN IIESATUAIT BAITGSA DAII FOLITIIT I(AB.
KOTAWARINGIN BARAT

1. Koordinator

2. Sekretaris

3. Anggota

JABATAN DALAIU SK JABATAN

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kasubag Penyusunan Program

1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa

2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan

Organisasi Kemasyarakatan
4. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan

Nasional
5. Kasubid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6. Kasubid Pembinaan dan Karakter Bangsa
7. I{asubid Pengembangan Budaya dan Etika Politik
8. Kasbubid Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
9. Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
10. Kasubid Organisasi Kemasyarakatan
1 1. Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
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dan Kebijaksanaan Strategis
13. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
14. Kasubag Tata Usaha
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